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E-TILANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA 
 
Abstrak 
Sistem e-tilang atau tilang elektronik telah diujicobakan di beberapa kota besar 
seperti juga di Kota Surakarta. Tilang elektronik yang biasa disebut e-tilang ini 
merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan 
seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga dapat membantu pihak 
kepolisian dalam manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 
pengetahuan mengenai dasar peraturan tilang melalui CCTV yang disinkronkan 
dengan Undang-Undang Lalu Lintas, untuk mendapatkan informasi mengenai 
urgensi e-tilang saat ini serta untuk mendapatkan informasi mengenai regulasi  
e-tilang dalam kerangka hukum pidana. Metode penelitian menggunakan metode 
pendekatan yuridis, jenis penelitian diskriptif, jenis data menggunakan bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder, metode pengumpulan data yang 
digunakan melalui studi kepustakaan dan bahan hukum, menggunakan analisis 
data secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dasar 
peraturan e-tilang melalui CCTV telah jelas diatur dalam undang-undang 
demikian juga dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Urgensi e-tilang saat ini dapat dilihat dari segi 
manfaat, yaitu Transparency, Empowerment, Responsif (Responsiveness), dan 
Keadilan (Equity). Regulasi e-tilang dalam kerangka hukum pidana yaitu lebih 
menitik beratkan pada Pertangungjawaban pidananya dan dalam praktek 
penerapan dari Pasal  yang ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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Abstract 
E-ticket system or electronic ticketing has been tested in several major cities as 
well as in the city of Surakarta. "This electronic ticket, commonly called E-Ticket, 
is a digitization of the ticketing process, by utilizing technology, it is expected that 
the whole ticketing process will be more efficient and effective and can also help 
the police in management. This study aims to gain knowledge about the basic 
ticketing regulations via CCTV that are synchronized with the Traffic Law. To get 
information about the urgency of e-ticket now. To obtain information regarding e-
ticket regulations in the Criminal Law framework. The research method uses the 
method of juridical approach, type of descriptive research, type of data using 
primary legal materials and secondary legal materials, data collection methods 
used through literature studies and legal materials, using descriptive qualitative 
data analysis. The results of the study show that the basis of e-ticketing 
regulations through CCTV has been clearly regulated in the Law as well as 
Article 272 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and 
Transportation. The current e-ticketing urgency can be seen in terms of benefits. 
namely Transparency, Empowerment, Responsiveness (Responsiveness), and 
Justice (Equity). The e-ticket regulation in the framework of the Criminal Law is 
more focused on criminal liability and in the practice of the application of the 
Article in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. 
 




“Penegakan peraturan lalu lintas tergantung pada beberapa faktor yang selama 
ini kurang mendapatkan perhatian yang seksama, yakni: pemberian teladan 
kepatuhan hukum dari para penegak hukum sendiri, sikap yang lugas dari para 
penegak hukum, penyesuaian peraturan lalu lintas dengan memperhatikan 
usaha menanamkan pengertian tentang peraturann lalu lintas, penjalasan 
tentang manfaat yang konkrit dari peraturan tersebut, serta berinteraksi kepada 
masyarakat guna membantu penegakan peraturan Lalu Lintas”.1 
Dengan demikian, semakin berkembangnya jaman adanya 
pemeberlakuan tentang e-tilang yang sudah diterapkan oleh kepolisian, 
berdasarkan berita yang termuat di tribratanews kegiatan dalam hal 
penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem e-tilang telah 
diterapkan oleh pihak kepolisian lantas Surakarta. Aplikasi e-tilang 
merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pembeyaran denda bagi 
yang terkena tilang secara online bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 
publik dan pemberantasn pungli. Sistem e-tilang dapat mengurangi hubungan 
secara langsung antara petugas kepolisian dengan pihak  pelanggar lalu lintas. 
Sehingga dapat mewujudkan polri yang bersih dan transparan karena tidak 
adanya titip uang kepada polisi, serta mendukung terciptanya masyarakat yang 
tertib dan patuh hukum.
2
 Tetapi perlu kita ketahui masih  banyak masyarakat 
yang tidak mengetahui mengenai mekanisme e-tilang tersebut, maka dari itu 
penulis ingin lebih dalam melakukan penelitian mengenai e-tilang. 
Masalah dalam penelitian ini antara lain adalah pertama, Bagaimana 
dasar peraturan tilang melalui CCTV disingkronkan dengan UU lalu Lintas? 
Kedua, Bagaimana Urgensi e-tilang saat ini? Ketiga, Bagaimana Regulasi  
e-tilang dalam Kerangka Hukum Pidana? 
                                                 
1
Djaelani Mukhlis, 1995, Kedisiplinan Dalam Tertib Berlalu Lintas Jalan, Yogyakarta: 
Budaya Ketertiban, hlm. 122. 
2
Mikael, 2017, Sat Lantas Polresta Surakarta Berlakunya E-Tilang bagi Pelanggar, 
tribatanews.polri.go.id “portal berita resmi polri, April 26, 2017. 
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Tujuan penelitian ini adalah pertama, Untuk mendapatkan 
pengetahuan mengenai dasar peraturan tilang melalui CCTV yang di 
sinkronkan dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Kedua, Untuk mendapatkan 
informasi mengenai urgensi e-tilang saat ini. Ketiga, Untuk mendapatkan 
informasi mengenai Regulasi e-tilang dalam kerangka Hukum Pidana. 
Manfaat dalam penelitian ini antara lain pertama, manfaat teoritis, 
secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atas 
pemecahan masalah yang dilihat dari teori dan hasil dari penelitian ini bisa 
digunakan dalam hal menambah referensi dalam bidang karya ilmiah yang 
kemudian dapat berkembangnya ilmu pengetahuan. Kedua, manfaat Praktis, 
Penulisan hukum ini diharapkan Dapat memberikan data dan informasi 
mengenai dasar peraturan tilang melalui CCTV yang di sinkronkan dengan 
Undang-Undang Lalu Lintas, Urgensi e-tilang saat ini, dan Regulasi e-tilang 
dalam kerangka Hukum Pidana dapat digunakan oleh pihak-pihak sebagai 
bahan masukan yang memiliki kepentingan langsung atas penelitian ini.  
 
2. METODE 
Metode dalam penelitian ini antara lain menggunakan Metode pendekatan, 
metode pendekatan menggunakan metode yuridis, Penulis ingin melakukan 
pendekatan terhadap peraturan tilang melalui CCTV yang di sinkronkan 
dengan UU Lalu lintas, Urgensi e-tilang saat ini, dan regulasi e-tilang dalam 
kerangka hukum pidana dari aspek yuridis. Jenis penelitian dalam penelitian 
ini adalah penelitian deskriptif, jenis data yang diperoleh dari penulis yaitu 
bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Metode pengumpulan data 
dalam penelitian ini antara lain pertama, studi kepustakaan, Kedua, Studi 
Hukum. Metode  dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap 
kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah 
dilakukan pengolahan, kemudian dibuat kesimpulan. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Dasar Peraturan Tilang Melalui CCTV Disinkronkan dengan 
Undang-Undang Lalu Lintas 
Dasar peraturan tilang melalui elektronik atau CCTV dapat kita lihat dalam 
Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan 
Kendaraan Bermotor di jalan dan penindakan Pelanggaran Lalu Litas dan 
Angkutan Jalan dan tentunya bisa kita lihat pada Undang-Undang No. 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilihat dalam 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. 
Dalam penjelasan Pasal 272 Undang-undang No. 22 tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memeparkan bahwasanya Peralatan 
Elektronik dapat digunakan. Nantinya penggunaan Elektronik ini Hasilnya 
dapat digunakan di Pengadilan sebagai Alat bukti.. Peralatan Elektronik yang 
dimaksud ialah peralatan yang dapat digunakan sebagai pekeram suatu 
kejadian dan kemudian dapat menyimpan informasi. 
Dalam Pasal 251 Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa 
sistem komunikasi dan informasi lalu lintas dan angkutan jalan juga dapat 
digunakan dalam hal penegakan hukum seperti penyidikan dan penyelidikan 
tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau bisa juga kejahatan 
lainnya, penanganan tindakan perihal pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan 
lalu lintas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan juga penghadangan, 
pengejaran, penindakan yang dilakukan pelaku maupun dilakukan oleh orang 
yang terlibat pada kejahatan maupun pelanggaran Lalu Lintas. 
Diatur dalam Pasal 267 untuk melakukan penindakan yakni, setiap 
pelanggaran di lakulan pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang 
diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat terkena pidana denda 
berdasarkan penetapan pengadilan. Pada Acara pemeriksaan cepat dapat 
dilaksanakan tanpa adanya kehadiran pelanggar. Bagi pelanggar yang tidak 
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dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh 
Pemerintah. Sedangkan jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebesar 
denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas dan 
angkutan jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas 
bukti pelanggaran. 
Pasal 268 pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
memeparkan apabila dalam putusan pengadilan menetapkan denda lebih kecil 
daripada uang denda yang dititipkan, maka sisa dari uang denda harus 
diberitahukan kepada pihak pelanggar untuk  kemudian diambil oleh penitip. 
Sisa uang denda tersebut jika tidak diambil dalam kurung waktu satu tahun 
sejak penetapan putusan pengadilan maka akan disetorkan ke kas negara. 
Dapat kita ketahui pula bahwa dalam Undang-undang Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengatur begitu jelas 
mengenai  Dokumen Elektronik/Sistem Elektronik sebagai alat bukti sah. Pada 
Pasal 1 angka 1 UU ITE menyatakan bahwa “Informasi Elektronik merupakan 
satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada 
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, 
surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, 
huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah 
yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya”. 
Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas maka dasar peraturan 
tilang melalui CCTV telah jelas diatur dalam Undang-undang demikian juga 
dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, CCTV dikategorikan sebagai peralatan Elektronik yang 
digunakan dalam upaya tilang yang saat ini digunakan dalam mengungkap 
pelanggaran dibidang Lalu Lintas, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 
telah sesuai jika dikaitkan/dijadikan sebagai peraturan tilang memalui CCTV 
saat ini, seperti yang telah disebutkan mengenai Pasal-pasal dan Undang-
undang lain bahwa dasar peraturan tilang melalui CCTV efektif digunakan 
6 
 
dan memiliki dasar yang jelas dengan inti yang sama antara peraturan/ 
dasarnya. 
3.2 Urgensi e-tilang Saat Ini  
Adanya E-tilang tentu dapat menunjang akuntabilitas dari pihak kepolisian 
yang memiliki wewenang untuk bisa menangani pelanggaran lalu lintas yang 
ada. Semua pelanggaran dari hal Lalu Lintas kemudian dapat tercatat secara 
rigid oleh sistem yang ada dari input hingga outputnya. Maka data penanganan 
dari tindakan pelanggaran tidak akan ada yang terlewatkan. Jika suatu saat ada 
data yang kiranya salah atau mengganjal maka hal ini akan dapat dilacak 
dengan mudah. Melalui sistem E-tilang ini segala informasi mengenai 
tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas serta hukuman 
akibat tindakan dilakukan maka akan mempermudah masyarakat dalam 
mengetahui. Dengan demikian masyarakat diharapkan dapat memiliki 
kesadaran hukum dan dikemudian hari tidak melakukan pelanggaran lagi. 
Sistem ini bertujuan untuk mempermudah bagi pelanggar dan pihak 
kepolisian, serta mencegah pelanggaran oleh anggota satlantas dalam hal 
pungutan liar atau pungli. Penerapan e-tilang bertujuan dapat memberikan 
kepastian hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang Lalu Lintas, hal ini 
juga sebagai bentuk profesionalitas serta transparasi bagi petugas Kepolisian 
dalam hal penegakan hukum. 
Menurut penulis, pemanfaatan teknologi untuk mekanisme tilang yang 
disebut e-tilang ini dengan menggunakan CCTV sangat bagus, paling tidak 
sebagai alat “pemaksa” pengguna jalan raya untuk tertib berlalu lintas, sebagai 
upaya pembudayaan lalu lintas yang baik kedepannya. Jika dilihat dari segi 
kemanfaatannya ada tiga hal yang ingin dicapai, yakni kepastian hukum, 
keadilan, dan kemanfaatanya, mengingat situasi lalu lintas akhir-akhir ini 
utamanya di kota besar, tenggang rasa pengguna jalan raya sangat 
memprihatinkan. Pengguna jalan raya cenderung tidak bisa saling 
menghormati dan pelanggaran marka jalan dan peraturan lalu lintas tidak 




“Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem E-
Tilang adalah:
3
 Pertama, Transparency, adanya pelaporan mekanisme 
maupun dalam adanya penyebaran informasi tentang adanya penyimpangan 
tindakan aparat publik dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. 
Aplikasi berbasis android ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui 
proses dan regulasi tentang lalu lintas dapat dikatakan bahwa dengan system 
E-Tilang ini memberikan sebuah fasilitas mekanisme yang dapat menjawab 
pertanyaan-pertanyaan publik mengenai proses-proses dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Kedua, Empowerment, Pemberdayaan masyarakat melalui 
informasi yang mudah diperoleh. Melalui E-Tilang ini masyarakat akan 
mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan 
pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga 
diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi. 
Dan juga diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah 
mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak 
melanggar peraturan yang ada. Ketiga, Responsif (Responsiveness), 
Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dengan adanya sistem yang 
telah terkoneksi dengan baik untuk menangani pelanggaran tersebut maka 
petugas akan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan 
masyarakat dalam hal lalu lintas. Keempat, Keadilan (Equity), setiap 
pelanggar dalam pelayanan e-tilang yang melakukan perbuatan pelanggaran 
akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu, 
bahkan jika pelanggar sebelumnya telah melakukan pelanggaran yang 
samapun. Karena telah ditentukan oleh pihak berwenang dan diatur oleh 
sistem yang ada. Maka hal ini dapat terhindar dari adanya tawar menawar 
antara pihak yang terkena tilang dengan pihak kepolisian, otomatis tentu 
sistem lah yang akan mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna 
jalan tersebut secara benar. 
                                                 
3
 Setiyanto,  2017, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu 
Lintas  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 




Dengan paparan yang telah diuraikan di atas, maka telah jelas 
bahwasanya dengan adanya e-tilang sangat penting dan diperlukan dengan 
alasan semakin berkembangnya jaman maka teknologi akan semakin canggih 
dan paling terpenting dengan adanya e-tilang maka masyarakat tidak akan 
merasa ribet lagi jika terkena tilang. Dari segi manfaat, kepastian hukum serta 
keadilan juga telah jelas dengan sistem e-tilang saat ini selain mendapat 
manfaat kemudahan hal ini juga sebagai bentuk transparasi dan profesionalitas 
petugas kepolisian dalam penegakan hukum, berkurangnya pemberitaan 
mengenai Pungutan Liar (Pungli) yang dikenakan kepada pelanggar lalu lintas 
untuk masuk kantong para oknum kepolisian di bidang Lalu Lintas, karena 
sering terjadi jika tilang yang dilakukan sebelum adanya e-tilang banyak 
kepolisian yang menerima pungutan liar untuk kemudian STNK atau SIM nya 
tidak jadi di tahan. 
3.3 Regulasi E-tilang dalam Kerangka Hukum Pidana 
E-tilang telah diuji cobakan di kota-kota besar seperti  kota Surakarta.   
“Tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang ini adalah digitalisasi proses 
tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan 
lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam 
manajemen administrasi.”4 “E-Tilang ini merupakan aplikasi yang bisa 
dimanfaatkan oleh masyarakat dimana bisa tahu biaya yang harus dibayar 
secara langsung. Setelah tercatat di aplikasi, pelanggar bisa memilih pakai E-
Tilang di aplikasi atau memilih manual. Aplikasi dikategorikan kedalam dua 
user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak 
kejaksaaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet 
dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan 
berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang 
manual. Aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk 
membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau 
kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggar tidak digunakan, 
                                                 
4
Sona Seki Halawa, 2015, Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di 
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Hlm. 6. 
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aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan 
seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan 
diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan 
integrasi database yang sama.”5 
Penerapan mekanisme pada e-tilang adalah dengan memakai atau 
memasang CCTV pada beberapa titik traffic light, traffic light akan menyala 
dan detektor juga akan menyala merah jika telah mendeteksi adanya 
pelanggaran yang tertangkap pada CCTV. Apakah telah menerobos stop line, 
lampu merah atau marka jalan.  
Objek yang melanggar akan ter-capture kemudian dikirimkan pada 
pusat kendali. Lalu, sensor alarm di pusat kendali selanjutnya akan berbunyi. 
Data pelanggaran kemudian akan masuk ke sistem penyimpanan data. Data 
yang disimpan adalah jenis pelanggaran, nomor polisi kendaraan atau plat 
nomor, serta waktu dan lokasi kejadian. 
Berikutnya pihak kepolisian akan menyampaikan ke alamat pemilik 
berupa surat konfirmasi yang sudah tercatat kemudian tagihan akan diberikan 
berupa maksimal dendanya. Pemilik kendaraan selanjutnya dapat membayar 
denda tilang maksimal lewat bank atau ATM sesuai dengan yang dimiliki oleh 
pelanggar. Pada hari sidang, denda yang diputus hakim mungkin lebih rendah. 
Jika demikian, kelebihan bayar denda akan dikembalikan ke rekening 
penyetor atau dapat di ambil di bank BRI mana saja.  
Menurut penulis, sistem ini sangat baik dan dapat mempermudah 
pelanggar lalu lintas, diharapkan pada sistem ini dapat meningkatkan 
keselamatan berkendara dan dapat meningkatkan tertip dalam berlalu lintas di 
jalan. Hukum dapat kemudian lebih efektif berkalan serta lebih transparan, 
praktik suap pun dapat sedikit berkurang. Tetapi  penegakan hukum perlu 
dipikirkan agar sesuai dengan adanya kemampuan teknologi yang telah ada 
saat ini.  
                                                 
5
Subhave Sandhy, Suwarto H, Arie Q. 2016. Aplikasi Tilang Berbasis Android. 
Universitas Ilmu Pakuwan Bogor. Hlm. 7. 
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Setidaknya akan perlu disesuaikannya dengan beberapa sistem hukum. 
Antara lain sistem pertanggungjawaban hukum pidana “berasas personalitas”. 
Yakni, pertanggungjawaban pidana dituntutkan kepada orang berdasar 
perbuatannya atau akibat perbuatannya. Sistem tersebut memenuhi peraturan 
perundang-undangan. Hukum pidana tidak meminta pertanggungjawaban 
kepada pihak yang bukan pelaku, dalam hal ini pemilik kendaraan. Pelaku 
pelanggaran lalu lintas dalam Pasal 276 hingga 312 UU 22/2009 tentang Lalu 
Lintas adalah pengemudi, bukan pemilik kendaraan sendiri. 
Sementara itu, teknologi CCTV dapat merekam data identitas 
kendaraan yang melanggar. Lalu, permintaan pertanggungjawaban dapat 
dikirim ke alamat pemilik kendaraan, bukan pengemudi. Bagaimana jika 
pemilik kendaraan ternyata bukan pengemudi yang terekam CCTV sebagai 
pelanggar, misalnya karena pengemudi meminjam atau menyewa kendaran 
tersebut dan yang meminjam tertangkap melakukan pelanggaran, bahkan 
kendaraan sudah ganti pemilik tapi belum balik nama juga. Seperti itu banyak 
terjadi. Setidaknya pengemudi adalah orang yang juga berada dalam tanggung 
jawab si pemilik kendaraan tersebut, misalnya anak kandung, keluarga, atau 
pekerja.  
Sedangkan tingkat ketaatan untuk segera balik nama di masyarakat 
kita masih begitu rendah. Sebagian besar memang disengaja, mengingat harga 
jual kendaraan yang masih diatasnamakan pemilik pertama lebih tinggi 
daripada atas nama kedua, ketiga, dan seterusnya. Benar ke alamat pemilik 
diberikan surat konfirmasi. Namun, jika pemilik menyangkal sebagai 
pengemudi yang melanggar, apa bukti yang digunakan untuk menguatkan hal 
tersebut. Maka sebaliknya, sistem e-tilang bisa jadi meningkatkan adanya 
kendaraan yang disewakan. Untuk memiliki kendaraan sendiri masyarakat 
akan enggan, bahkan membalikkan nama kendaraan bermotor sebagai nama 
pemilinya sendiri pun tidak mau, karena dapat merasa memiliki tagihan atas 
denda e-tilang sedangkan kebenaraanya bukan ia yaitu pemilik sendiri yang 
melakukan pelanggaran tersebut.  
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Dengan adanya tujuan memperebutkan pajak kendaraan sejauh ini, 
juga terdapat daerah yang memiliki persyaratan yang dapat mempersulit dan 
antar daerah pesyaratan ini kadang berbeda-beda. Bahkan, terdapat daerah 
yang setengah melarang perubahan kepemilikan kendaran atau mutasi untuk 
balik nama. Walaupun pemilik kendaraan di tempat atau daerah lain, 
kendaraan yang digunakan tetap pada plat atau bernomor di daerah asalnya. 
Hal ini tidak sesuai dengan adanya semangat sistem e-tilang yang berasumsi 
pengendara adalah tetap sebagai pemilik. 
Sistem yang sedang dikembangkan jangan hanya berorientasi 
memudahkan penegakan hukum bagi pelanggar saja. Teknologi informasi 
perlu juga dikembangkan untuk memudahkan proses administrasi pendaftaran 
dan perubahan identitas kepemilikan kendaraan. Hukum perlu memberikan 
kemudahan yang berimbang tidak saja dalam mengejar pelanggar, tapi juga 
kepada masyarakat yang mau menaati hukum lalu lintas. 
Dengan demikian dari uaraian di atas makan penulis dapat 
menyimpulkan bahwa peraturan mengenai E-tilang dalam hukum pidana yaitu 
lebih menitikberatkan pada Pertangungjawaban pidananya dan dalam praktek 
penerapan Pasal yang terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu dilaksanakan secara nyata dan 
dapat dipertanggungjawabkan terutama yang sudah keliatan mengenai sanksi 
pencabutan ijin mengemudi pada pelaku pelanggar Lalu Lintas dan jalan perlu 




Pertama, Dasar peraturan e-tilang melalui CCTV telah jelas diatur 
dalam undang-undang demikian juga pada Pasal 272 Undang-Undang No. 22 
tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, CCTV dikategorikan 
sebagai peralatan Elektronik yang digunakan dalam upaya tilang yang saat ini 
digunakan dalam mengungkap pelanggaran di bidang Lalu Lintas, Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah sesuai jika dikaitkan/dijadikan sebagai 
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peraturan tilang memalui CCTV saat ini, seperti yang telah disebutkan 
mengenai pasal-pasal dan undang-undang lain bahwa dasar peraturan tilang 
melalui CCTV efektif digunakan dan memiliki dasar yang jelas dengan inti 
yang sama antara peraturan/dasarnya. 
Kedua, Urgensi e-tilang saat ini dapat dilihat dari segi manfaat, yaitu 
Transparency, Empowerment, Responsif (Responsiveness), dan Keadilan 
(Equity). Dari segi kepastian hukum sistem ini memberi kepastian terhadap 
pelanggar yaitu mengenai berapa denda dan apa yang telah dilanggar yang 
telah dicantumkan di slip biru. Dari segi keadilan, pelanggar lalu lintas yang 
melakukan pelanggaran yang sama akan mendapatkan hukuman atau denda 
yang sama tanpa adanya pandang bulu. Karena hal ini telah diatur oleh sistem 
yang ditentukan oleh pihak yang berwenang. Maka telah jelas dengan sistem 
e-tilang saat ini selain mendapat manfaat kemudahan hal ini juga sebagai 
bentuk transparasi dan profesionalitas petugas kepolisian dalam penegakan 
hukum, berkurangnya pemberitaan mengenai Pungutan Liar (Pungli) yang 
dikenakan kepada pelanggar lalu lintas untuk masuk kantong para oknum 
kepolisian di bidang Lalu Lintas, karena sering terjadi jika tilang yang 
dilakukan sebelum adanya e-tilang banyak kepolisian yang menerima 
pungutan liar untuk kemudian STNK atau SIM nya tidak jadi di tahan. 
Ketiga, Regulasi e-tilang dalam kerangka Hukum Pidana yaitu lebih 
menitik beratkan pada Pertangungjawaban pidananya dan dalam praktek 
penerapan dari Pasal  yang terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu dilaksanakan secara nyata dan 
dapat dipertanggungjawabkan terutama yang sudah keliatan mengenai sanksi 
pencabutan ijin mengemudi pada pelaku pelanggar Lalu Lintas dan jalan perlu 
juga untuk diterapkan karna telah tertuang dalam Undang-undang. 
4.2 Saran 
Pertama, Layanan e-tilang yang memaksa pelanggar harus mampu 
membayar denda sesuai besaran denda maksimal yang ditentukan dari sms ke 
bank membuat hal itu tidak efektif karena tidak semua masyarakat memiliki 
uang sejumlah besaran dari denda tersebut sehingga mengakibatkan 
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masyarakat yang melakukan pelanggaran mengambil SIM atau STNK yang 
ditahan memerlukan waktu yang lama. 
Kedua, Sosialisasi yang masih kurang. Minimnya sosialisasi mengenai 
sistem e-tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dengan 
program e-tilang. perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme e-
tilang yang benar dan dapat merasakan manfaatnya serta kemudahan 
menggunakan sistem e-tilang. 
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